
 

BUPATI SIDOARJO 
 PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 47 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

Menimbang :  a.  bahwa  untuk  optimalisasi   pelayanan   pajak  daerah,   perlu 

penambahan substansi pengaturan dalam pemenuhan 
kewajiban pajak;  

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 
Mengingat :  1.  Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      1950      tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 16); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 
2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 
40); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL. 
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Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 
39 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 40), 

diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

(1) Pajak Hotel dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh  
Wajib Pajak. 

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 
dan/ atau SKPDKBT. 

(3) Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya, menggunakan SPTPD untuk 
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri 

(4) Wajib Pajak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang 
diberikan kepada Subjek Pajak Hotel. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti 

transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah 
pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 15 September 2016 
 
      BUPATI SIDOARJO, 

 
                  ttd 

 
            SAIFUL ILAH  

 
Diundangkan di Sidoarjo 
 pada tanggal 15 September 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

            ttd 
 
VINO RUDY MUNTIAWAN  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 47 

 
 

NOREG PERBUP : 47 TAHUN 2016 


